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ABSTRAK

JUDUL SKRIPSI: PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. OLEH: KASMIR IDRIS
DHIKI, NIM: 2019110137.

Di Indonesia, perkawinan beda agama masih menjadi masalah serius,
khususnya dalam hal pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan mengecualikan bahwa perkawinan beda agama dapat dicatatkan
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jika telah didaftarkan di
Pengadilan Negeri. Namun dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung
(SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili
Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama
dan Kepercayaan menggugurkannya. SEMA tersebut memuat ketentuan
Pengadilan tidak boleh mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar
umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Permasalahan pada skripsi ini yaitu prosedur pencatatan perkawinan beda
agama terhadap warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan akibat hukum yang timbul
dari perkawinan beda agama yang tidak dicatat pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
normatif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
undang-undang. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik studi pustaka.
Analisis data menggunakan metode yang bersifat kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa saat ini di
Indonesia tidak dapat dilakukan perkawinan beda agama berdasarkan Surat
Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi
Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan.. Muatan yang melarang
perkawinan beda agama tersebut antara lain “Perkawinan yang sah adalah
perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dan “Pengadilan tidak boleh
mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama
dan kepercayaan.”

Kata Kunci: perkawinan, beda agama, pencatatan sipil.

xii



ABSTRACT

TITLE: LEGAL RECORD INTERFAITH MARRIAGES AS SEEN IN THE
CONSTITUTION OF LAW NUMBER 23 OF 2006 CONCERNING
POPULATION ADMINISTRATION. BY: KASMIR IDRIS DHIKI, NIM:
2019110137.

In Indonesia, interfaith marriages remain a serious problem, particularly in
terms of civil registration at the Population and Civil Registration Office. Article
35 of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration stipulates
that interfaith marriages may be registered with the Population and Civil
Registration Office if they have been registered with the District Court. However,
the issuance of Supreme Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023
concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Applications for Registration of
Marriages Between Members of Different Religions and Beliefs overturned this
provision. The SEMA stipulates that the Court may not grant applications for
registration of marriages between members of different religions and beliefs

The problem in this thesis is the procedure for registering interfaith
marriages for Indonesian citizens according to Law Number 23 of 2006
concerning Population Administration, and the legal consequences arising from
interfaith marriages not registered with the Population and Civil Registration
Office. The type of research used is normative legal research. The problem-
solving approach in this study uses a statutory approach. Primary data collection
was conducted using literature study techniques. Data analysis used qualitative
methods.

Based on the results of research and discussion, it is known that currently
in Indonesia, interfaith marriages cannot be conducted based on the Supreme
Court Circular Letter (SEMA) Number 2 of 2023 concerning Guidelines for
Judges in Adjudicating Application Cases. The contents that prohibit interfaith
marriages include “A valid marriage is a marriage conducted according to the
laws of each religion and belief, in accordance with Article 2 paragraph (1) and
Article 8 letter f of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage” and “The court
may not grant an application for registration of marriage between people of
different religions and beliefs.”

Keywords: marriage, interfaith, civil registration.
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